









BAB I








 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Rencana RKPD Tahun 2018 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, Perubahan RKPD Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2018.
Demikian juga dengan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung dalam menyikapi perubahan tuntutan masyarakat dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam bidang perizinan dan penanaman modal, perubahan rencana kerja menyangkut program kegiatan sampai dengan berkaitan dengan pagu anggaran pun berubah. 
Hal ini dilakukan semata demi mewujudkan program pemerintah Kabupaten Temanggung yang ingin mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan ditunjang dengan  sasaran program yang ada di Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta Meningkatnya investasi daerah.
Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan terus berbenah dan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi yang menekankan agar pemerintah daerah harus pro investasi baik dengan memperbaiki segi pelayanan perizinan dari tahapan yang dilalui pemohon yang berbelit-belit, Sumber Daya Manusia yang tidak menguasai aturan perizinan dan penanaman modal sampai dengan regulasi pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan regulasi pemerintah pusat yang justru banyak menghambat masuknya calon investor di daerah.
Untuk mewujudkan Kabupaten Temanggung sebagai daerah Pro Investasi ini perlu adanya kebijakan-kebijakan dari pimpinan daerah dan kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap investor untuk berlangsungnya investasi di daearh.


Karena apa yang dilihat pertama kali oleh calon investor sebelum meyakini menanamkan modalnya di daerah antara lain :

1. Ketersediaan Lahan, termasuk didalamnya adanya kawasan industri, karena dengan adanya kawasan industri maka fasilitas yang ada akan terintegrasi sehingga akan lebih memudahkan bagi investor dalam menjalankan usahanya
2. Ketersediaan infrastruktur yang memadai termasuk didalamnya akses jalan dan energi listrik, karena kebanyakan calon investor akan melihat dukungan infrastruktur ini sebagai hal utama sebelum benar- benar menanamkan modalnya di daerah.
3. Ketersediaan tenaga kerja dengan UMK yang kompetitif, kebanyakan investor akan mencari tenaga kerjanya dari lingkungan setempat dengan ketrampilan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan juga dukungan aturan mengenai UMK yang tidak terlalu membebani perusahaan.
4. Kepastian perizinan yang mudah, yang dimaksud adalah mudah tidak hanya apa yang tertulis di slogan, leaflet maupun hanya sebatas pembicaraan seremonial, namun bagi investor hal ini sangat penting mengingat banyak kejadian yang menjadikan mereka mengurungkan minatnya berinvestasi maupun akhirnya malah menginvestasikan modalnya di daerah lain dikarenakan sulitnya perizinan bahkan dimulai pada saat pengajuan izin prinsip.
5. Kebijakan-kebijakan dari pimpinan daerah yang mendorong investasi termasuk didalamnya kepastian hukum bagi izin yang sudah diterbitkan, karena hal inilah yang akan dengan cepat menjadi penilaian utama dari investor terhadap citra daerah itu sendiri.
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah salah satu sasaran atau komitmen bersama adalah mewujudkan Kabupaten temanggung sebagai Daerah Pro Investasi, dan diantaranya adalah memberikan pelayanan yang prima, mudah, murah, cepat dan juga transparan.



Kabupaten Temanggung mempunyai segudang potensi ekonomi yang sebetulnya bisa digali oleh para pemilik modal, mulai dari bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan juga pariwisata serta bidang industri kecil. Namun hal tersebut belum bisa ditangkap atau dianggap menarik oleh para penanam modal, ini dikarenakan dari kurangnya infrastruktur yang belum memadai di daerah lokasi investasi.


Atas dasar inilah kedepan DPMPTSP akan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait perihal penyedian infrastruktur, bantuan teknis dan percepatan proses perizinan.


Selama ini Pemkab Temanggung juga masih tertinggal dari kabupaten tetangga lainnya dalam hal investasi  proyek-proyek raksasa yang akhirnya memilih kabupaten tetangga sebagai daerah yang tepat untuk menanamkan modalnya. Dan ini akan menjadi PR yang berat bagi Pemkab untuk bisa bersaing dengan kabupaten/kota tetangga dengan langkah awalnya adalah menyatukan komitmen antar lintas instansi teknis perizinan dalam hal mendorong investasi, dan menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2013 tentang Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung juga berupaya untuk selalu menjalin kerjasama dengan dunia pendidikan dari segi peningkatan kualitas SDM maupun dengan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari daerah lain yang lebih memiliki  keberhasilan baik dari sisi SDM nya, teknologi informasinya (IT) maupun keberhasilan  mereka dalam mendapatkan investor terutama yang berskala besar
LANDASAN HUKUM

Yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, adalah  :

1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 17 ayat 2: “Penyusunan RAPBD berpedoman kepada  RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara”
2) Undang undang NO.25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan   Nasional, pada pasal 25 ayat 2: “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.”
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
1.2  MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 mempertimbangkan pula berbagai permasalahan dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu selain sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, program dan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam tahun berjalan yang diantaranya adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta meningkatnya investasi di daerah, yang jika ditunjang dengan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal akan terlihat adanya suatu keterpaduan dengan tujuan yang akan dicapai yaitu:
a) Meningkatkan kualitas kinerja aparat pelayanan yang bersih dan berwibawa serta mempunyai kesadaran dalam penegakan hukum
b) Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang mudah, transparan dan mempunyai kepastian hukum 

c) Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga atau calon investor dalam pengembangan investasi di daerah
d) Mengoptimalkan Profil investasi sebagai sarana utama daya jual kepada pihak ketiga atau calon investor.
Berangkat dari hal di atas, disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan  dan anggaran Tahun 2018 sebagai pedoman arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu tahun berjalan yang sesuai dengan Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Temanggung periode 2013- 2018.
1.3 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN
Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung ini adalah sebagai berikut :
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   BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2018
Evaluasi Pelaksanaan  Renja DPMPTSP sampai dengan Triwulan II 
Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan ke II (sebagaimana tertuang pada lampiran 2.1) sehingga bisa diketahui tentang perlu tidaknya ada perubahan Renja yang sedang berjalan.
Dari hasil capaian kinerja program/kegiatan diatas dapat diketahui bahwa hampir seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan, meskipun ada beberapa capaian program kegiatan yang tidak sesuai target (melebihi atau tidak memenuhi), diantaranya :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet anggaran yang terserap sudah melebihi target ( 70% dari target yang ditetapkan sebesar 50%), ini disebabkan karena pemakaian yang bertambah utamanya pemakaian listrik untuk operasional lift.
2. Pada Kegiatan Rapat koordinasi dalam daerah penyerapannya masih kurang dari target (5% dari target yang ditetapkan sebesar 50%), dikarenakan kegiatan pengiriman surat-surat kekecamatan-kecamatan dikirim sekaligus demi efisiensi anggaran. 
3. Pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional penyerapan anggarannya masih kurang dari target (24% dari target yang ditetapkan sebesar 50%), hal ini dikarenakan kegiatan ini hanya diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak/gas dan pelumas, dan pengurusan surat tanda nomor kendaraan belum termasuk untuk servis dan pembelian suku cadang

4. Anggaran yang terserap untuk kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kajian Kebijakan PM kurang dari target (9% dari target yang ditetapkan sebesar 50%), ini dikarenakan waktu pelaksanaan  yang selalu berbenturan dengan jadwal kegiatan peripurna DPRD dan bulan Ramadhan dan kegiatan ini baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.
5. Untuk Penyelenggaraan Pameran Investasi baru dilaksanakan satu kali pameran yang dilaksanakan di Infesda Ekspo Yogyakarta , sedangkan beberapa target pameran lainnya baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Hal ini disebabkan karena di triwulan ke II belum ada jadwal pameran dan juga mempertimbangkan manfaat yang didapat dari jenis pameran yang akan diikuti
6. Anggaran kegiatan Monev dan Pelaporan baru terserap 9 %, karena kegiatan ini baru akan dilaksanakan di triwulan III.
7. Untuk kegiatan Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Perizinan anggaran yang terserap baru 8%. Kegiatan ini  baru akan dilaksanakan di triwulan III.
8. Untuk kegiatan Monev dan Pembinaan Kecamatan dan kegiatan Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu, serapan anggaran masih dikisaran angka 20%, hal ini dikarenakan anggaran ini untuk anggaran persediaan dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan III
Dengan melihat capaian di atas maka ke depan  DPMPTSP Kabupaten Temanggung akan mengambil langkah-langkah dalam semester II tahun 2018 dengan mengusulkan adanya tambahan anggaran perubahan bagi kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan investasi dan kualitas perizinan.
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN 

RENJA DPMPTSP
Pada umumnya program  dan kegiatan sampai pada indikator kinerja dan target yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mengalami perubahan, hanya saja sesuai dengan hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II, dan mempertimbangkan penyesuaian kebutuhan pada kegiatan-kegiatan dimaksud, maka perlu adanya perubahan pada Renja 2018, diantaranya adalah : 
1. Pada kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet terdapat usulan penambahan anggaran yang dialokasikan untuk tagihan listrik yang tidak sesuai dengan usulan awal. Hal ini dikarenakan pemakaian listrik lebih besar untuk operasional lift. Tagihan telepon yang meningkat dikarenakan intensitas telepon ke pemohon perijinan meningkat dan meningkatnya tagihan air.
2. Dengan meningkatnya kebutuhan penggandaan perlu untuk diusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

3. Untuk kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran diusulkan penambahan anggaran yaitu anggaran untuk pembayaran premi BPJS ketenaga kerjaan pegawai honorer/tidak tetap yang belum dianggarkan di tahun ini dan untuk pembayaran kekurangan honor bulan Desember.

4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional membutuhkan penambahan anggaran yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran service dan pembelian suku cadang yang belum dimasukkan dirincian kegiatan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.

5. Penambahan kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan lift yang sudah mengkhawatirkan dan pemeliharaan lainnya.

6. Untuk kegiatan Pengembangan software perizinan online membutuhkan pergeseran anggaran, pergeseran anggaran ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan perijinan yang optimal dengan pemenuhan sarana yang dibutuhkan yaitu pengadaan komputer, printer dll.
BAB IV

PENUTUP
Tingkat kinerja pelayanan DPMPTSP dan hal kritis yang terkait pelayanan DPMPTSP, yaitu :
Dalam Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana
a. Sumber daya manusia yang  dirasa masih belum mencukupi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, mengingat semakin tumbuhnya dunia usaha dan mengantisipasi minat investor menanamkan modalnya di Kabupaten Temanggung tidak seimbang dengan personel yang menangani, namun dengan keterbatasan personel tidak membuat pelayanan/ kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Temanggung menurun, karena prinsip optimalisasi pemberdayaan personel tetap diberlakukan.

b. Tenaga yang kompeten masih kurang dan penempatan tenaga tidak sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dan juga pemahaman akan tupoksi yang masih belum menyeluruh. Penambahan personil teknis dari Perangkat Daerah terkait yang selama ini mendukung pelayanan perizinan, antara lain: personil yang kompeten di bidang IMB, Ijin Lingkungan, pertanahan, peternakan,  kesehatan,  dll.
c. Pengoperasian data berbasis jaringan belum dijalankan secara optimal sehingga ketika dibutuhkan data yang valid dan aktual, personil masih membutuhkan waktu yang lama, ini bisa jadi dikarenakan keterbatasan jumlah SDM yang ada dan pemanfaatan sarpras itu sendiri.
Dalam bidang Penanaman modal :

a. Penataan dan revitalisasi Profil Investasi semakin dibutuhkan karena memudahkan investor dalam melihat peta potensi di wilayah-wilayah Kabupaten Temanggung sesuai Rencana Tata Ruang wilayah
b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas Perangkat Daerah terkait untuk memantapkan dukungan terhadap peningkatan investasi seperti perbaikan infrastruktur di setiap titik daerah potensi investasi
c.  Kegiatan promosi investasi yang diselenggarakan sudah menghasilkan kesepakatan dengan investor namun tindak lanjutnya belum optimal, ini  dikarenakan belum adanya komitmen yang kuat dari kepala daerah terhadap investor yang akan menanamkan modalnya di Temanggung
d.  Belum efektifnya pemanfaatan teknologi informasi bagi calon investor yang bisa diakses.
Dalam Bidang Pelayanan Publik

a. Komitmen untuk melaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang perizinan dan non perizinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. Di samping itu juga Pemerintah Daerah harus memfasilitasi pelayanan online untuk mempermudah akses pelayanan masyarakat. 
b. SDM yang semakin kompeten wajib dimiliki karena berkaitan dengan permasalahan pelayanan perizinan yang semakin berkembang;
c. Penanganan pengaduan dan advokasi juga selalu diupayakan untuk memberikan pelayanan yang tuntas kepada masyarakat. 
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